
SALINAN

 
NOMOR 5/E, 2010   

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  8  TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a.  bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 

b.  bahwa perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu 

diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim 

usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan; 

c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu 

menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12  

Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Pemungutan 

Retribusi di Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 

Tahun 2007;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan 

Perdagangan;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);   
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 3274); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3587); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3846); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);    
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3330); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3596);   
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3718); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 4742); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan 

Penyederhanaan Ijin Usaha Industri; 

24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111                    

Tahun 2007;   
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25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; 

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11             

Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup; 

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2006 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba; 

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/2006 

tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 

29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 

tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Bidang Industri; 

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 

tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan; 

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 

tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/2008 

tentang Penyelenggaraan Waralaba; 

33. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-

IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 

Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar 

Perusahaan; 

34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-Dag/Per/9/2009 

tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59); 


